PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BAN

— PENGUMUNAN PERATURAN PERERINTAH_

K INDONESIA

NOMOR 16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING

TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia
Nomor 17/20/DPM, tanggal 28 Agustus 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
D! INDONESIA

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan
Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang
Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank
dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), seb-
agaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan
Peraturan Bank Indonesia Nomar 17/1 3/PBI/20156
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indo-
nesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valu-
ta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak
Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5736), yang selanjutnya
disebut PBI, perlu dilakukan perubahan atas Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal
17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing
terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik
sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank
indonesia Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015,
sebagai berikut:
1. Ketentuan butir .5.c diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: A
c. dalam hal terdapat pembelian valuta asing
oleh nasabah PVA kepada PVA dengan nilai
nominal melebihi USD25,000.00 (dua puluh
lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuiva-
lennya selama 1 (satu) bulan terakhir, pem-
belian valuta asing terhadap Rupiah oleh na-
sabah PVA kepada PVA dilengkapi dengan
dokumen Underlying Transaksi dari nasabah
PVA; dan’

2. Ketentuan butir 1.12 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut: -

12.Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh

Nasabah kepada Bank tanpa Underlying Tran-

saksi yang hanya dapat dilakukan paling ban-

yak sebesar USD?25,000.00 (dua puluh lima

ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya

per bulan per Nasabah, dilakukan dengan ke-

tentuan sebagai berikut:

a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada
pulan kalender, yaitu sejak tanggal permu-
laan bulan kalender sampai dengan tanggal
berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Jika pada bulan November 20xx Nasabah
hanya melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah tanpa Underlying Tran-
saksi 1 kali pada tanggal 24 November
20xx sebesar USD25,000.00 maka hal
tersebut diperhitungkan sebagai maksi-
mum jumlah yang telah digunakan dalam
bulan November 20xx. Nasabah dapat
kembali menggunakan jumlah maksimum
ekuivalen USD25,000.00 tersebut selama
Desember 20xx. 1

b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan

pada tanggal transaksi.

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah
melakukan pembelian valuta asing terhadap
Rupiah melalui Transaksi Spot beli sebe-
sar USD10,000.00. Kemudian Nasabah
melakukan transaksi forward beli valuta
asing terhadap Rupiah pada tanggal 17
November 20xx sebesar USD12,500.00
yang jatuh-waktu pada tanggal 17 Desem-
ber 20xx. Perhitungan transaksi pembelian
valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah
sampai dengan 17 November 20xx adalah
usp22,500.00.

¢. Perhitungan nominal transaksi didasarkan
pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1
(satu) bulan kalender yang dilakukan oleh
masing-masing Nasabah secara individual
baik secara tunai maupun non tunai dalam
bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:
Nasabah A melakukan pembelian valuta
asing terhadap Rupiah di Bank X secara
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tunai sebesar USD5,000.00 pada tanggal
11 November 20xx. Kemudian, pada tang-
gal 13 November 20xx Nasabah A melaku-
kan konversi simpanan Rupiah menjadi
simpanan valuta asing dalam US Dollar
di Bank X sebesar USD20,000.00. Perhi-
tungan kumulatif transaksi yang dilakukan
oleh Nasabah A di Bank X, vaitu sebesar
UsD25,000.00. :

d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap
Rupiah melalui rekening gabungan (joint ac-
count) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Na-
sabah, Transaksi Valuta Asing Terhadap Ru-
piah tanpa Underlying Transaksi hanya dapat
dilakukan paling banyak sebesar threshold
per rekening gabungan {joint account).
Contoh:.

pernyataan tertulis bermeterai cukup atau
pernyataan tertulis yang authenticated.

Pada tanggal 26 November 20xx Nasabah B
melakukan pembelian valuta asing ‘terhadap
Rupiah kepada Bank Y sebesar USD3,000.00.
Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib
menyampaikan dokumen berupa pernyataan
tertulis bermeterai cukup atau pernyataan ter-
tulis yang authenticated.

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B
melakukan pembelian valuta asing terhadap
Rupiah kepada Bank Y sebesar USD5,000.00.
Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan
Nasabah B menyampaikan dokumen berupa
pernyataan tertulis bermeterai cukup atau
pernyataan tertulis yang authenticated.

Nasabah A dan Nasabah B memiliki joint 4. Ketentuan butir 11l.22 diubah sehingga berbuny|
account. Pada tanggal 11 November 20xx, sebagai berikut:
Nasabah A melakukan Transaksi Spot pem- 22.Dalam hal Néasabah melakukan pembelian

3t

belian valuta asing terhadap Rupiah me-
lalui joint account sebesar USD15,000.00.
Pada tanggal 24 November 20xx, Nasabah
B melakukan Transaksi Spot pembelian
valuta asing terhadap Rupiah melalui joint
account sebesar USD20,000.00. Atas
pembelian valuta asing tersebut, Nasabah
B wajib menyampaikan dokumen Under-
lying Transaksi dan dokumen pendukung
paling lambat pada tanggal 26 November
20xx karena jumlah pembelian valuta as-
ing terhadap Rupiah yang dilakukan me-
lalui joint account pada bulan November
20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu
sebanyak USD35,000.00.

Ketentuan butir III, 20 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut;

20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta
asing terhadap Rupiah paling banyak sebe-
sar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar
Amerika Serikat) per bulan, dokumen pendu-
kung berupa pernyataan tertulis bermeterai
cukup atau pernyataan tertulis yang authenti-
cated disampaikan paling kurang 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan kalender.

Contoh:
Nasabah B melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah kepada Bank Y pada tanggal

valuta asing terhadap Rupiah paling banyak
sebesar USD25,000.00 {(dua puluh lima ribu
dolar Amerika Serikat) secara berangsur men-
capai nilai di atas USD25,000.00 (dua puluh
lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuiva-
lennya dalam 1 (satu) bulan yang sama maka
dokumen Underlying Transaksi dilampirkan
untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah
yang melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima
ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya,
Contoh:

Pada tanggal 10 November 20xx Nasabah
melakukan pembelian valuta asing terhadap
Rupiah sebesar USD5,000.00. Kemudian
pada tanggal 14 November 20xx Nasabah
yang sama melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah sebesar USD10,000.00.
Selanjutnya pada tanggal 19 November 20xx
Nasabah kembali melakukan pembelian valuta
asing terhadap Rupiah sebesar USD25,000.00
maka transaksi pembelian yang dilakukan
pada tanggal 19 November 20xx tersebut
telah melampaui USD30,000.00. Dengan
demikian untuk pembelian yvang dilakukan
pada tanggal 19 November 20xx tersebut,
Nasabah menyediakan dokumen Underlying
Transaksi sebesar USD30,000.00.

19 November 20xx sebesar USD5,000.00,
Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan
Nasabah B menyampaikan dokumen berupa

9. Ketentuan butir V.2.a diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut;
2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban mem-




bayar sebagaimana dimaksud dajam Pasal 20

ayat {1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya kewajiban membayar adalah
1% (satu persen) dari nilai nominal tran-
.saksi yang dilanggar untuk setiap pelang-
garan dengan jumlah sanksi paling se-
dikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Contoh 1: ]
Pada tanggal 5 September 20xx Nasabah
melakukan pembelian valuta asing terha-
dap Rupiah melalui Transaksi Spot sebe-
sar USD15,000.00. Kemudian pada tang-
gal 15 September 20xx Nasabah yang
sama melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot
sebesar USD15,000.00. Total pembe-
lian valuta asing terhadap Rupiah Na-
sabah pada bulan September 20XX adalah
USD30,000.00. Pembelian valuta asing
terhadap Rupiah tanggal 15 September
20xx, tidak didukung dokumen Underlying
Transaksi, dan dengan demikian terdapat
pelanggaran yang melebihi threshold sebe-

sar USD5,000.00. Kurs JISDOR tanggal

15 September 20xx adalah Rp10.000,00.
Atas pelanggaran tersebut, Bank dike-
nakan sanksi berupa teguran tertulis dan
kewajiban membayar dari nilai nominal
USD5,000.00 x 1% x Rp10.000,00 vyai-
tu sebesar Rp500.000,00, dengan pem-
bayaran sanksi paling sedikit sebesar
Rp10.000.000,00.

Contoh Z2: '

Pada tanggal 12 September 20xx Na-
sabah melakukan pembelian valuta asing
terhadap Rupiah melalui transaksi forward
1 bulan sebesar USD40,000.00. Sampai
dengan 5 hari kerja setelah tanggal tran-
saksi, yaitu tanggal 17 September 20xx,
Nasabah tidak menyampaikan dokumen
Underlying Transaksi dan dokumen pen-
dukung, dan dengan demikian terdapat
pelanggaran yang melebihi threshold sebe-
sar USD15,000.00. Kurs JISDOR tanggal
17 September 20xx adalah Rp10.000,00.
Atas pelanggaran tersebut, Bank dike-
nakan sanksi berupa teguran tertulis dan
kewajiban membayar dari nilai nominal
USD15,000.00 x 1% x Rp10.000,00 yai-
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tu sebesar Rp1.500.000,00 dengan pem-
bayaran sanksi paling sedikit sebesar Rp
10.000.000,00. i

6. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran
Bank Indonesia ini. ‘

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 28 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR

LAMPIRAN 1V

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKS! UNTUK

A. DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI

PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
DI DALAM DAN DI LUAR NEGER!

YANG

BERSIFAT FINAL

1.
2.

o

Fotokopi kontrak jasa konsultan.
Fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen

. pendukung lain antara tenaga kerja asing yang

bersangkutan dengan badan usaha.

Fotokopi surat perjanjian kredit {loan agree-

ment) atau dokumen utang terkait lainnya.

Fotokopi perjanijian rovalti (royalty agreement)

dengan pihak asing yang disertai dengan do-

kumen pendukung lainnya.

Letter of Credit {L/C) dan perubahan L/C.

Dokumen vyang bersifat tagihan atau yang

menimbulkan kewajiban pembayaran, antara

lain

a. Invoice atau commercial invoice, dengan
masa berlaku paling lama 12 bulan setelah
tanggal penerbitan invoice ({baik yang

diterbitkan oleh pihak asing maupun pihak
dalam negeri). i !
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10.

Dalam hal invoice yang digunakan telah
melebihi 12 bulan sejak tanggal penerbi-
tan, penggunaan invoice harus dilengkapi
dengan:

1) MT 103 yang berisi informasi mengenai
invoice terkait; dan

2) pernyataan dari nasabah bahwa pem-
bayaran valuta asing belum pernah di-
lakukan atas dasar invoice dimaksud.

b. Debit note yang informasi di dalamnya
dapat diverifikasi oleh Bank.

c. Sales Contract/Kontrak Penjualan dengan
masa berlaku yang sesuai dengan yang
tercantum dalam kontrak. Apabila tidak
ada masa berlaku di dalam kontrak, masa
berlaku paling lama 12 bulan sejak penan-
datanganan kantrak.

d. List of invoices yang didukung cleh per-
nyataan nasabah yang berisi:

1) validitas list dimaksud;

2) tanggung jawab nasabah untuk men-
gadministrasikan invoices dimaksud;
dan

3) komitmen penyediaan inveices apabila
dibutuhkan oleh Bank. _

e. Billing notice atau billing/payment sched-
ule yang dihasilkan oleh sistem internal na-
sabah,

f. Faktur Pajak/Tax Invoice atau SPT untuk
pembayaran pajak.

Cash Management Agreement atau Standard

Operating Procedure (SOP) terkait kebijakan

cash pooling dan cash sweeping, antara kan-

tor cabang atau subsidiary dengan kantor pu-
sat/wilayah nasabah sepanjang dapat diverifi-
kasi oleh Bank.

Akta jual beli dan bukti kepemilikan Pihak As-

ing atas aset terkait dengan penjualan aset di

Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing yang

pembelian valuta asingnya dilakukan oleh pihak

domestik yang diberi kuasa oleh Pihak Asing.

Dokumen penjualan valuta asing terhadap

Rupiah yang berasal dari penjualan valuta as-

ing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling

lama 6 buian setelah tanggal penerbitan doku-
men penjualan valuta asing.

Dokumen Underlying Transaksi untuk PVA

berupa net jual PVA kepada nasabah dalam 1

butan terakhir. Dalam hal terdapat pembelian

valuta asing oleh nasabah PVA kepada PVA
dengan nilai melebihi USD25,000.00 (dua pu-

11.

luh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bu-
lan, dilengkapi dengan pernyataan PVA yang
ditandatangani oleh pejabat berwenang dari
PVA vyang berisi tanggung jawab PVA untuk
mengadministrasikan dokumen underlying
transaksi dari nasabah PVA serta berkomit-
men untuk menyediakan dokumen underlying
transaksi nasabah PVA apabila dibutuhkan
oleh Bank.

Penggunaan surat elektronik resmi atau fac-
simile sebagai dokumen pendukung tamba-
han dari dokumen Underlying Transaksi untuk
bukti tagih sejauh Bank dapat memverifikasi
pengirim dari email atau facsimile tersebut.

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI BERUPA
PERKIRAAN

1.

2

Perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya
hidup di luar negeri.

. Perkiraan kebutuhan biaya berobat dan ako-

modasi.

Perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan
akomodasi.

Proyeksi cash flow berdasarkan kebutuhan
pengguna jasa travel agent dan cadangan
vang dibutuhkan, yang dibuktikan dengan in-
formasi rekening koran/tabungan dari usaha
travel agent tersebut.

Fotokopi pemberitahuan Impor Barang (PIB}).
Fotokopi pemberitahuan Ekspor Barang (PEB}.
Dokumen pembelian antara lain berupa pur-
chase order confirmation,

Proforma invoice, yang paling kurang berisi in-
formasi tentang nomor dan tanggal dokumen,
nama pembeli/importir/penerima barang/con-
signee/applicant, nama barang dan harga to-
tal seluruh barang.

Sales/Import Projection yang dikeluarkan oleh
nasabah (tidak harus audited namun ditan-
datangani oleh pejabat berwenang dari na-
sabah) untuk jangka waktu tidak lebih dari
1,5 tahun ke depan terhitung sejak tanggal
transaksi, dengan maksimum nominal sebesar
data historis 1 tahun sebelumnya.

' BANK INDONESIA,
ttd.
ERWIN RIJANTO
DEPUTI GUBERNUR
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